




e. Perlu perbaikan skema penentuan HET buku nonteks dan tidak

membebankan tanggungjawab buku murah dan merata semata kepada

penerbit.

f. Perlu penetapan harga buku digital yang menjamin kesinambungan

usaha penerbit.

4. UU No. 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan baru mengatur hubungan

antar pelaku perbukuan. Literasi hanya definisi, untuk itu perlu ada UU

Literasi demi kualitas hidup bangsa, akses pengetahuan dan teknologi.

B. Terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan narasumber, Panja

Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PL TP) Komisi X DPR RI

berpandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah agar menjaga eksistensi Toko Buku sebagai bagian

dari ekosistem perbukuan nasional.

2. Mendorong adanya koordinasi antara Kemendikbudristek RI dan

Kemenparekraf RI untuk membangun literasi secara sehat.

3. Meminta IKAPI untuk memberikan kajian dan data terkait hal-hal sebagai

berikut:

a. Pasal dan ketentuan yang belum terjalankan terkait perbukuan dan

literasi, beserta argumennya dalam UU No. 3 Tahun 2017 Tentang

Sistem Perbukuan.

b. Data Buku bermutu yang terhambat untuk dimanfaatkan Pemerintah

karena kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).

4. Mendukung IKAPI memiliki inovasi dan kreatifitas untuk mendorong minat

baca.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan narasumber menjadi bagian

tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan

dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga

Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

Ill. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 18.43 WIB. 
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